PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis MNo.2 Telepon:4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa wuntuk melaksanakan isi putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012
menyatakan golf tidak lagi menjadi objek pajak
hiburan, maka periu dilakukan penyesuaian dalam
pengaturannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048),

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005]);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardingding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119),;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4/;




24, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4

Tahun 2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7

Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan

Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai benkut:

Pasal 2

(1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.

(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana,

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness centre); dan

pertandingan olahraga.

| .
"



(4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan

: ¥y
tidak dipungut hay_amn, seperti hiburan yang diaelengamg
dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan,
dan sejenisnya.

E:ﬁtellc'::uan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
ke

Pasal 5

Begarnya tanf pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek
mpq}ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai
L

P op
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tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);

pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);
pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen);
sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal dan tradisional
sebesar 0% (nol persen);

sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan
internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

permainan bilyar yang menggunakan Air Conditioner (AC)
dikenakan pajak 20 % (dua puluh persen) dan permainan bilyar
yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC) dikenakan pajak
15 % (lima belas persen);

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas
lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas
nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas
internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
(nol persen);

pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10 %
(sepuluh persen);

pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15 %
(lima belas persen);

kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol
persen);

kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh
persen);

kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10 %
(sepuluh persen);

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
centre) sebesar 30 % (tiga puluh persen);

diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga
puluh persen);

pacuan kuda vang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol
persen);

pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima
belas persen); dan

pacuan kenderaan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar
20 % (dua puluh persen).



Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS D H KOTA MEDAN,

SYAIFULBEHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 8.
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BAB V|||
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi lzin
Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002
Nomor 17 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIRYLBAHRI ~

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 10,



